PERATURAN DAERAT KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 16 TAYUN 2002
TENTANG

RETRIBUSTIZIN USATIA INDUSTRI,
PELEDAGANGAN DAN GUDANG

- DENGAN RAIIMAT TUIAN YANG MAHA ESA

BUPATITOBA SAMOSIR

Menimbang : a balwa dengan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang industri dan perdagangan sesuul
dengan tuntuten  Otonemi  Daerah, perlu dilakukan pembinaai,
pengawasan, pengendalian dan pengaturan Usaha Indusiri, Perdagimgan
dan \Jllddl g m.2lalui pemberian izin usaha;

L. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, dapat dipungut
Retribusi atas pemberian 1zin Usaha

c. bahwa untulr maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan Peratwan Daerali,

Mengingat @ 1. Undang- unduna Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukuin Acara Pidana
(Lembaran Negaera Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Neguru
Nomor 3209);

2. Undang-urndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Duerah, yang telah dirubali dengan Undang-undung Nomor 3
Takiun 2000 {entang Perubahan Undang undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

)

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Duaerah Tingkat 1I

Mandailing Natai {Lembaran Negara Nomor 188, l"lhlln 1998, Tambahaii
Lembaran Negura Nomor 3209),

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daeral

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan [.embaran Negara
Nonor 3839),

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Purimbmg‘m Keuungan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun
1999);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenungan
Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri;

7. Peraturan Pemerintah’ Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenungan
Pemerintah dan Xewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran

Negara Tahun 2000. Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3952);



9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusuan
Peraturan Perundang-undangan dan beatuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah dan- Rancangan XKeputusan Persiden
(Lembaran Negura Tahun 1999 Nomor 70);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Teba Samosir Nomor 2 Taliun 2001 tentang
Susunan Organigasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Toba
Samosir.

Dengan persetujuan

DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAII
KABUPATENTOBA SAMOSIR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAO KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANC
RETRIBUSI IZ'N USAEA INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN
GUDANG.

BAB 1
.I@TENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daoerah im yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir;

0. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir;

c. Bupati adalah Bupati Tobz Sumosir;

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalal
Dewan Parwakiian Kakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir;

e. Industri adalah Kegialan ekecnomi yang mengolah bahan mentah, tiahan
baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjad: barang dengan nilai
yang lebih tinggi untuk penggunaanya termasuk kegiatan rancang banguu -
dan perekayasaan industri;

f. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasu yang dilakukan
secar terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barung atau jusa
dengan disertai imbalan atau konpensasi;

¢. Gudang adalah snutu tempat tidak bergerak yang dapat dibuka dan ditutup
serta tidak untuk dikunjungi oleh umum yang digunakan untuk
menyimpan barang-barang perniagaan;

h. Perusahaan adalal sstiap bentuk usaha yang menjalankan sstiap jenis
usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan bekerja
serta berkedudukan dajam wilayah Kabupalen Toba Sumosir untuk tujuan
memperoleh keuntungan dan atau labag;

i. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bugian
dari perusshaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang
berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau berfugas uniuk
melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya;

J. Perwakilan Perusahean adalzh Perusahaan yang bertindak mewakili
Kantor Pusat Perusmhaan untuk melakukan suvatu kegiatan dan atau
pengurusannya ditentukan sesual wewenang yang diberikan;



k. Perwakiian Perusohaan yang ditunjuk adalah perusahaan yung diber
kewenangan bertindak untuk mewakiii Kantor Pusat Perusahaun dan
bukan merupakan bagian dari Kantor Pusat;

l. Retribusi adalali Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jusa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan olel
Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi orang atan badan;

m. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Dasrah dalam
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud
untuk pembinaan, pengaluran, pengendalian, pengawasan atas kegiatan
kemanfaatan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana wlau fasilitas
tertentu guna mehindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan;

n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat dengan SKRD, adalah
surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi  yany
terhutang; :

o. Surat Pemberitzhuan Retribusi Dasrah yang disingkat dengan SPRD
adalah surat vang digunakan wajib retribuei untuk melaporkan perhitungan
dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan retribusi;

p. Surat Tagihan Retribugt Daerah yang diginglkat dengan STRD adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan atan sanksi admimstrasi berupa
bunga atau denda; :

q Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat dengan
SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebilian
pembayaran retribusi karena jumlah kredil retribusi lebili besar duripada
refribusi yang terhutang dan tidak seharusnya terhutang;

r. Surat Ketetapan Retribusi Daersh Kurang Bayar yang disingkat dengan
SKRDXB adalah surat keputusan yang memutuskan beswnya retibusi
daerah yang terhutang;

s. Surat Keterangar Refribusi Dasrah Kurang Bayar Tambahan yang
disingkat dengan SKRDKBT adaleh surat keputusan yang menentukan
tambahan atas jumlah retribusi daerah yang ditetapkan.

B_AB 11
PERIZINAN
Pasal 2

(1) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri, usaha
perdagangan dan usaha gudang wajib memitiki Izin Usaha;

(2) Seiiap usaba wdustri kecil diberikan Tanda Daftar Industri (TDI) yane
diberlakukan saina dengan Izin Usaha Industri (IUT);

(3) Setiap Perusahaan yang memiliki Surat Izin Usaha Industri (SIUI), Sura
Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Usaha Gudang (SIUG),
wajib memuliki Tanda Daflar Usoha yang diberikan untuk jangka walktu
tertentu.

Pasal 3

(1) TUsaha Industri terdiri dan ;

a  Usaha Industri Golongan Kecil, yaitu Perusahaan yang melalcuken *
kegiatan usaha industri dengan moda! dan kekayaan bersih (netto)
seluruhnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan
Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dun
bangunan tempat usahz;



i

k. Perwekilan Perusahoan yang ditunjuk adalah perusahaan yang diberi
kewenangan bertindak untuk mewakili Kantor Pusat Perusahaan dan
bukan merupuk.an bagian dari Kantor Pusat;

I Retribusi adaluh Pungutan Daersh sebagai pembayaran alas jasa atau

° pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atun diberikan oleh
Pemerintah Dueral untuk kepentingan pribadi orang atau badun:

m. Perizinan Tertentu adalah kegiatan (ertentu Pemerintah Daerah dalain
rangka pemberian izin kepada orung pribadi atan badan yang dimuksud
untuk peinbinaan, pengaturan, pengendaliun, pengawasan alas kegiatan
kemanfaatan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atuu furilitas
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelesiarian
lingkungan;

n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat dengan SKRD, adalal
surat  keputusan yang menentukan besarnya jumlah rewibusi yang
terhutang;

0. Surai Pemberitthuan Retribusi Daerah yung disingkat dengan SPRI)
adalah sural yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan
dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan relribusi;

p- Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat dengan STRD adalah sural
untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berpa
bunga atau dends:

q. Surat Ketetapan Retribusi Daeral Lebih Bayar yang disingkat dengan
SKRDLB adaluh surat keputusan yang menentukan Jumlal kelebilan
pemnbayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar duripudau
retribusi yeng terhutang dan tidak seharusnya terhulang;

r. Surat Ketetapan Retribusi Daeral) Kurang Bayar yang disingkat dengan
SERDEB adalah swrat keputusan yang memutuskan beswunya retribusi
daerah yang terhutang;

s. Sural Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
disingkat dengan SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan
tambahao alas jumlah retribusi daerah yang ditetapkan.

B AB II
PERIZINAN
Pasal 2

(1) Setiap Perusahaan yang melakukan. kegiatan usaha industri, usaha
- perdagangan dan usaha gudang wajib memiliki Izin Usaha;

(2) Setiap usaha industri kecil diberikan Tanda Daflar Industri (TDI)
diberlakukan sama dengan [zin Usaha Industri (ITD); .

(3) Setiap Perusahaun yang memiliki Surat Izin Usaha Industri (SIUI), Surat
Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Usaha Gudang (S1UQ),
wajib memiiiki Tanda Daflar Usaha yang diberikan untuk Jangka wakiu
tertentu.

yang

Pasul 3

(1) Usaha Tudustri terdiri dar -

a  Usabu Industri Golongun Kecil, vaitu Perusahaan yang melakukai
kegiatan usaha industri dengan modal dan kekayaan bersih (netto)
seluruhnya Rp.  5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan
Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupial) tidak termasuk tanali du,
bangunan teinpat usaha;
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(2)

(3)

(1) Untuk mewmperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 2

b.

o

Usaha Industri Golongan Menengah, yaitu Perusahasn yang
melakukan kegiatan usaha industri dengan modal dan kekayaau
bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus Juta
rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (limna ratus juta rupianh)
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

Usaha Industri Golongan Besar, yaitu Perusahaan yang melukukan
kegiatan usaha industri dengan modal dan kekayaan bersil (netlo)
selurubnya di ates Rp: 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidal:
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

Usaha Perdagangan terdiri dan :

a

Uszha Perdagangan  Golongan Kecil, yaitu Perusahaan yuany
melakulen kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan
bersili (nette) seluruhnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai
dengan Rp. 200.000.000,- {dua ratus juta rupiah) tidak tern.asulk
tanah dan bangunan tempat usaha;

Usaba Pordagangan Golongan Menengah, vaitu Perusahaan yang
melakukun kegiatan usaha Perdagangan dengan modal dan kekayuan
bersih {netto) seluruhnya di atas Rp.200.600.000 - (dua ratus jula
rupiah) sampai dengan Rp. $00.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
tidak terimasuk tanah dan bangunan tempat usaha:

Usaha Terdagangan Golongan Besar, yaitu Perusahaan yang
melakukan kegtatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan
versih (netto) seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,- (lima ralus jutu
rupiali) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

Usaha Pergudangan terdiri dari

a.

Usahz Pergudangan Golongan Kecil, yaitu Perusahaan yans

-

melakukan ke;zgialzm usaha pergudangan dengan luas lantai sampai
dengan 200 M* ;

Usaha Pergudangan Golongan Menengah, yaitu Perusahaan yang
melakukane kegiatan usaha pergudangan dengan luas lantai 200 M?
sampai dengan 500 M?;

Usaha Pergudangan Golongan Besar, yaitu Perusahaan yang

melakuzkzm kegiatan usaha pergudangan dengan luas lantai di atas
S00 M-,

BaAB IO
TATA CARA PERMINTAAN IZIN

Pasal 4

Peraturan Daerah ini, pemohon mengajukan permohcnan secara tertulis
kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan
a  Usaha Industri dan Usaha Perdagangan :

1). Foto copy Pendirian Akte Perusahaan sesual pembentukannya:
2). Foto copy KTP Pemilil/Dirsksi/Keta/Penanggung Jawab:
3). Foto copy NPWP;

4). Foto copy Izin Gangguan/HO:; .

5). Neraca Awal Perusahaan; _ <
6). Pas photo Pemilik, ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar,

Usaha Gudang :

1) Foto copy SIUP dan atau Surat Izin lainnya;

2) Foto copy NPWP;
3) Foto copy TP Pemilik/'Direksi/I\’.et'uafPexmnggung Jawab;

»
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a

Skats Gambar

Surat IMB;

Foto copy Tanda Kepemilikan Gudang (Milik Sendiri/Sewa);
Foto copy Izin Gangguan ( HO );

Pag photo Pemilik, ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empar) lembar.

00 ) O\ £
A N N s Nt

(2) Izin Usaha diterbitkan setelah jumlah retribusi yang ditetapkan untuk i
lunas.

BAB IV
MASA BERLAKU IZIN
Pasul s

(1) Izin usaha berlaku untuk jangka waktu selama perusahzan masib

beroperasi;
(2) Selama perusahnan beroperasi, wajib melakukan pendaftaran ulang seuap
tahun.

BAB Y
PENCABUTAN IZIN
Pasul 6

(1) Izin usaha atan Tanda Dafltar Usaha dapat dicabut apab:la :

a. Pemegang izin usaha atau tanda daftar usaha dengan senguja
memalsukan  data atau dokumen yang dilampirkan waktu mengajulian
permohonsn izin usaha atau landa daftar usaha;

b. Pemegang izin usaha atau tanda daftar usaha tidalt melaksanakan
ketentuan yang tercantumn daiam izin usaha atau tanda tanda dafter
usaha;

c¢. Pemegang izin usaha atau tanda dafiar usaha melaksanakan perabaliau
lokasi dan perubahan usaha tanpa persetujuan pemberian izin usaha
atau tanda daflar usaha; .

d. Pemegung i1zi usaha atau tanda daftar usaha melakukan tindakan yane
langsung dapat menimbulkan ganguan ketertiban umum dan melangyu v
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Pemegang izin usaha atan-tanda daftar usaha tidak memberikan laporan
atan memverikan laporan palsu (entang kegiatan dan perkembangun
usahanya;

%

Pemegang izin nusaha atau tanda daftar usaha atas kemauannya sendiii
menyeruhkan kembali 120 usaha atau tanda dallar usaha kepuda
pembert izin neaha atan tanda dalar ugaha,

(2) Pencabutan izin usaha atau tanda daftar usaha sebagaimana yang dimaksu.l
pada ayat (1) pasal ini dilakukan setelah kepada pemegang izin usalia atau
tanda daflar usaha diberikan peringatan secara tertulis sebanyak tina ka:i
berturut-turut dengan selang wektu 1(satu) bulan setiap peringatan tidak
diindahkan oleh pemegangang 1zin usaha atau tanda daflar usaha. ’



BAB VI
NAMA, SUBJEKDAN GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 7

Dengan nama lzin Usaha Industl, Perdagangan dan Gudang dipungun
retribusi atas periberian izin nsaha tersebut.

Pasal 8

(1) Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan hukum yan).
memerlukan pelayanan untuk mendapatkan izin usaha;

(2) Wajib retribusi adalai orang pribadi atan badan hukuin yang berkewajiban
membayar retribusi 1zin usaha;

(3) Objek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian iz
usabha '

Pasal 9

Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan dan Gudang digolongkan sel.aga
Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VII
CARA Y‘.’HCNGIUKU RTINCGKAT PUNGGUNAAN JASA
Pasal 10
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan goiongan usaha induslri

perdagangan dan gudang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peratwu,
Daerah ini. ©

Pasal 11

Prinsip can sasaran penetapan Retribusi dimaksud untuk biaya pemeriksa:n
pengawasan, pengendaiian, pembinaan dan biaya administrasi.

BAD VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 12

(1) Retribusi Tzin Usaha Industi :
a. Izin Usaha Industri Golongan Kecil sebesar Rp.50.000,- (lima pulul,
ribu rupiall),
L. Izin Usaha Industri Golongan Menengah  sebesar Rp.10C.000,
(seratug ribu rupiah);
Izin Usaha Induswi Golongan Besar sebesar Rp.200.000.- (duu ratu:
ribu rupiah).

(2]

(2) Retribusi Izin Usaha Perdagﬁngan :
a. Izin Usaha Perdagangan Golongan Kecil sebesar Rp.50.000,- (lim:.
puluh ribu rupiah );
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b. Izin Useha Pardagangan Golongan Menengah sebeswr Rp.100.06¢. -
(seratug ribu rupiah );

¢. Izin Usaha Perdagangan Golongan Besar sebesar Rp. 200.00u,- (dua
rotus ribu rupiah).

(3) Retzibust Izin Usaha Gudang :
a. Izin Usaha Gudang Golongan Kecil dengan luas  di bawah wtiu
gampai dengan 200 M Rp.50.000,- (lima pulub ribu rupiud); )
b. 1zin Usaha Gudang Golongan Menegah dengan luas di atus 200 M°
g/d S00 M* Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
¢. Izin Usaha Gudang Golongan Besar dengan luas di atas (00 AU
sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

i,

BAB IX
MASA RETRIBUSI
~~ Pasal 13
(1) Masa beriakunya retribusi selama 1 ( satu ) tahun;
(2) Pendaftaran ulang izin usaha dipungut biaya 50 % dari Tarif Izin Usal «
yang diberikan;
(3) Setiap pemegang izin usaha wajib menyampaikan laporan kegiwan por
trivwulan.
BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yune
dipersamakan. :

Pusal 15

Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada Pihak Ketiga awu
diborongkan.

Pasal 16
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan data Yl
semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah rertibuyi
yang terhutang maka dikeluarkan SKRD tambahar,

BAB XTI~

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSIT

Puayal 17

(1) Pembayaran Retribuei dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lua

vang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan mengginaka;
SERD, SKRD secara Jabatan dan SKRD Tambahan;
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(2) Dalam hal perubayaran dilakulkan di tempat Jain yang dituguk maka hae il
pemeriksnan  Retribusi  harus  disetor ke Kas Daerali  selanbat-
lambatnya 1 x 24 jam atau dalan waktu yang ditetapkan dengiu
Keputusan Bupati.

Pasal 18

(1) Pembayaran Retribust harus dilakukan secara tunwi/lunas;,

(2) Bupati atau Pejubat yang ditunjuk dapat memberikan Izin kepada Wapls
Retribusi untuk mengangswr Retribusi yang terhutang dulam kurun waiiu
tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkau;

(3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal in.
ditetapkan d2ngun Keputusan Bupati.

Pasal 19

(1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 aval (1)
Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran;

(2) Setiap pembaysran dicatat daJam Buku Penerimaan;

(3) Bentuk, isi, kwalitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dai. buk.
penerimaan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAR XII
TATA CARA PENACIOAN RETRIBUSI
Tasal 20

(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebaga: awal
tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setela)
7 (tyuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;

(2) Dalam jangka waktu 7 (tuuh) hari  setelah tanggul Sura
teguran/peringatan/Surat lain yang sejenis wajib Retribusi harus melunus
Retribusinya yeng terhutang;

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan olel.
Pojabat yang ditunjuk.

l—‘ Pasal 21
Bentuk-bentuk formuliv yang dipergunakan untulk pelaksanaan penagihiu;
Retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB XIII
SANKST ADMINISTRASI .
Pasal 22
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang

membayar, dikenakan sanksi administrasi berupd bunga sebesar 2 % (dua

persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terhutang yang tidak atau
kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.




Pusal 23

Masa Retribusi adaleh jangka waktu yang lamanya ditetapkan oleh BBupi
sebagai dasar untuk menetapkan beswumya Retribusi yang terhutang,

Pasal 24

Retribusi terhutang, pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lau: yany
dipersamakan. '

BAB XIV
TATA CARA PENYTLESATIAN KEBERATAN
Pasai25s

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan aas SKRD du
STRD:

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal i haree
disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjul.
dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal SKRD diut
STRD;

(3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran,

(4) Permohoran keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasa
int harus dijawab cleh Bupati atav Pejabat yang ditunjuk dalam jangl:
waktu paling lama € (enam) bulan sejak tanggal swat permohoniu.
keberatan diternua ‘

BADB XV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN REPRIBUSI

Pusal 26

(1) Bupar dapat melokukan pengurangan, keringanan dan  pembibisia
retribusi; -

(2) Tata caru pemberian pengurangen, keringanan dan pernbebasan reribus
sebagainana pada syat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
PENGUHAPUSAN ATAU PENGURANCGAN SANKSI
ADMINISTRASIDAN PEMBATALAN

Pasal 27

(1) Wajib rewribust dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRID di
STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesaluhiu,
hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan  perundan.-
undangan Retribus: Daerah;

(2) Wajib  Retribusi  dapat mengajukan permohonun, pengurangan ati.
penghapusan eesua administrasi berupa bunga dan kenaikuan rewibus
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yang terhutang dalwn sanisi tersebut dikerenakan karena kehilupun vvagil
retribusi atau bukan karena kesalahannya;

(3) Wajib Rewibust dapat  mengajukan permohonan  peugurangin  aluu
pembatalan retribusi vang tidak benar;

(4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayal (1) pasal ini
pengurangan  Keletapan, penghapusan atau  pengurangan  sunks
administrasi sebagaimana ayat (2) pasal ini, dan pembatalan sebaguiinuni
dimaksud ayat (3) pasal ini, harus disampaikan secara tertulis olel vvajils
retribusi kepada Bupaii atau Pejabat yang ditunjuk puling lama 30 (lign
puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD atau STRD dengan memberikan
alasan yang jelas d.un meyakinkan untuk mendukung permchonannyuy,

(5) Keputusan atas periohonan sebagaimana dimaksud pada ayal (2) pasal
ini, dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling layaa 3
(tiga) bulan sejak surat permohonan diterima;

(6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5}
pasal ini, Bupati aiau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusun,
maka permohcenan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan aiau
pengurangan sanks: administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVII
TATA CARA PENYRLESAIAN KEBERATAN
Pasal 28

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan alas SKRD dun
STRD;

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal iai.
harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejubat vany
ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRRD dan STRD;

(3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran;

(4) Permohona keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dan ayat (2:
pasal ini, harus diputuskan oleh Bupati atau Pejabal yang ditunjuk dal:ui,
jangka waktu paling lama 6 (enaun) bulan sejak tanggal surat permohouan
keberatan diterimic

DAD XVII

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELIBIEAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 29

(1) Wajib Retribusi harus mengajukan perinohonan.- secara tertulis kepada
“Bupati atau perhitingan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;

(2) Atas dasar permciuonen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,

- atau  keiebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan

terlebih dahulu dengan uang retribusi dan atau sankei administrasi berupa
bunga oleh Bupati,

(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, yang
berhak atas kelebiban pembayaran tersebut dapat diperhitungkan deagan
pembayaran refribusi seianjutnya



Pasal 30

(1) Dalam hal keiebiliun pembayaran retribusi yang masih tersisa setel:d
dilakukan peititungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 Peraturin
Daerah i, diterbitkan SKRDLI paling lambat 2 (dua) bulan sepd:
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi:

(2) Kelebihan penibayaran retribust sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal im, dikembalikan pada wajib retnbusit paling lambat 2 {dua) bulin
sejak diterbitlan SKRDLB;

(3) Pengambilan kelebihan pembaysran retribusi  dilakukan - setelal. lewat
waktu 2 (dva) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Dupati memberilin
imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlanbitan pembayurian
kelebihan reiribusi.

Pasal 31

(1) Pengembalian sebagaimana dinalisud dalam pasal 32 Peratwan Dagridy
ini, dilaksanakan dengan penerbitan Surat Perintah Kelebihan Retribusi,

(2) Atas perhitungan sebagaimana dunaksud dalam ayat (1) pasal i,
diterbitkan bukn pemindali bukuan yang berlaku juga sebaga: bulu
pembayaran.

RAR XTX
TATA CARA PEMERIKSAAN
Pasal 32

(1) Pemeriksoan lapangan, dilakukan dengan cara :

a. Memeriksa tanda pelunasan retribusi dan keterangan sebagei bukn
pelunasan kewajiban Retribusi Daerah;

b. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya
termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektroun.k
pengolah data lamnya;

¢. Meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung laininyu
termasuk keluaran media komputer dan perangkat elektronik pengoleh
data lannya;

d. Meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari wajib retibusi yiu g
diperiksa,

e. Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan temp u
menyimpan dokumen uang, barang, yang dapat memberi patunjuk
tentang keadaan usaha wajib retribusi dan atau tempat-tempat :ainnya
yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-temp:u
tersebut;

f. Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf ¢
apabila wajib retnibusi atau Wakil atan Kuasanya tidak mernberikan
kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dimaksud, atau
tidak ada tempat pacda saat pemeriksaan;

g. Meminta keterangan dan atau Tanda Bulkti yang diperlukan dari pihek

« ketiga yang mempunyai. hubungan dengan Wajib Retribusi yang
diperiksa '

(2) Pemeriksaan Kantor, dilakukan dengan cara :

a  Memberitahukan agar Wajib Retribusi membawa landa peiunaren
refribust buka-buku, catatan dan  dokumen pendukung  faimna
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termiasuk keluaran dart mesin kowputer dan perangkar elel ol
pengolal data lamunya;

b, Meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya
termasuk keluwran dari media komputer dun perangkar eleltromb:
pengolah duta lainnya dengan memberikan tanda ternniy

¢. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lidnny
termasuk keluaran dam media komputer dan peranglkat eleltronil.
pengoluli data lainnya,

d. Meuinty keterangan lisan dan atau tertulis dart wayib rewibos v
diperiksa;

e. Meminta keterangan dan atau Tandua Bukti yang diperlukan dari pihed
keliga yang mempunyal hubungan dengan Wajib Retribusi yany
diperiksa,

(3) Tata Cara Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf | pasa
ini, ditetapkan oleh Bupati,

Pasal 33

(1) Apabily puda saat dilolukan Pemeriksaan Lapangan, Wijib Retribus i atiu
Walal atau Kuasanya tidak ada di tempat, pemeriksasn clap dilaksunakia
sepanjung ada piliak yang mempunya kewenmngan untulk berdndul
mesvakili Wauyib Retribusi sesual batas kewenangannyw, dan selan;uiny:
pemeriksaan ditunda untuk dilayjutkan pada kesempatan berikutnya;

(2) Untuke keperluan  pengamanan  pemeriksaan, sebelum  penvi keaw
lapangan ditunda, pemeriiea dopat welakukan penyegelun lempar ati
ruangan vang diperlukan;

(3) Apabila  saar pemeriksaan !apangan dilanjutkan  setelal  dilacukar
penundain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Waiib Retribus
alau Wakil aten Kuasanys riduk fuga ada ditempat, pemneriksan,
dilaksanakan dengan terlebih dahnlu meminta pegawai wajib retribus
yang bersangkutan untuk mewakili wajib rewibusi guna  mewbuni
kelancaran pemeriksaan;

(4) Apabile Wik Retribusi atmr Wakil  atau Kenasanyi Hiduk meniboerikin

¥ e ” T, 5 . . i i e o 1. - . )
1z untuk weinasukd RMAGEN LA MDAl Yarg dianggup perlu dun Gdak

tnemberi. buntuan guna kelancaran pemeriksaan serta nunberikan Vel v
diperlukan, Wajib  Retribusi  atau  Wakil  atau Fuasenyd  hane
inenaiidalan gl Surat Penplglion Pemerlksaal; -

(5) Apabila Pegawai Wajib Retribusi yang diminta mewakili Wayib rateibus
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, menolak untuk nwembamu
kelenearun pemeriksaan, yang bersangkutan harus meeanintiingani suen
pemyatazs penolakan Membutty Kelancaran pemeriksaan;

(6) Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani Surat sebagaimani
dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) pasal ini, Pemeriksa membuat 3erits
Acara Penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pegiiksa;

(7) Surat Pernyalagy Peunlian Poinsiiksaan  Surat Pernyataan Penolakan
membantu  kelancaran Pemeriksaan  dan  Berita Acara  Penolakan
Pemeriksaan sebagaimana maksud pada ayat {4) atau ayat (5), da 2yl
(€) pasel i, dapat dijadikan dasar untuk penetapa Ueswmnya retcibusi
terhutang secara jabatan alii Giiakukain penyelidikan,

-

Pasal 34

(1) Pemeriksa menibuat laporut seworthsaal  tniuk  digunakan  daser
penerbitan SKRDKB, Swat Ketetapan Retribusi Daersh Khusus Bayer
Tambahan atau  STRD atau tujuan lain untuk pelaksanaan ket

FEteatudan
¢ perundang-utithiigan Batribuei Daaraly
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(2) Apabila perhitungan besamya retribusi yang terhutang dalam SKR DI,
SKRDFBT dan STRD sebagaimiana dimaksud pada ayal (1) pasul ini
berbeda dengan SPRD perbedaan besamya retribusi diberitahukan kzpads
Wajib Relribusi yang bersangkutan.

Pasal 35

(1) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembuhasan akhur
pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 21 (dua pululy
sat) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan;

(2) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan, dalain
waktu paling lama 7 (iujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan svlesui
dilakukan;

(3) Hasil pemerifsaan kantor disumpaikan kepada wajib retibusi s:gera
setelali pemeriksean selesai dilukukan dan tdak menunggu tunggapan
wajib retribusi;

(4) Apabila swajid retnibug) Gdak  emberikan  (anggapan sebugul.unn
dimaksud pada ayat (2) pasal ini, atau tidak menghadiri penibahasan akhir
pemeriksnan, Sural Fatetapan Retribusi Daerah dan atau Sural Tasihan
Relribust - Duerah diterbitkan  secara  jubatan,  berdasarkan  hosil
pemeriksaan yarg disampailan kepada wajib retribusi;

(5) Pemberitahuan hasil pemeriksuan kepada wajib retribusi sebuguinana
dimaksud pada ayat (3) pasal ini, tidak dilakukan apabila pemeril.saan
dilanjutkan dengan penyelidikan.

Pasal 36

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentaug adanya tlinda.
pidana Retribusi Dueral pemeviksaun tetap dilanjutkan dun Pemeriks:
membuat Laporan Pemeriksaan.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 37

(1) Wajib  retribnsi vang Udad melakimnalan lkewintibannya wehing g
merugikan Keuangan Daerah diancan pidana kurungan paling lann 3
(tiga) bulan dan atau denda selinggi-lingginyn Rp. 5.000,000 - (limu juta
rupiah);

(2) Tindak Pidara sebugaimana dimalgnd pada ayal (1) pagal i, adalal,
pelanggaran.

BAB XXI
PENYIDIKAN
Pasal 38

1Y Paialsat Daoaverss ST L 1o .

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu i hogkungan Pemerintall Dacray
- . ° 3 . e =
diberi wewenang khusus sebagai penyrdik untuk melakukis penyidik

ECRAND
tindak pidann di Lidang retribusi dusenl sebagaimann dimaksud dalam

Undang-undang Nomor 8 ‘Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidunu
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(2) Wewenang  penyidik sebugaimana dimaksud pada ayat (1) persal b

adalah :
4 Menerima, mencari, mergumpulkan dan meneliti keterangun utau

d.

0

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas:
Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenal orang
pribadi 2tau badan lentang kebenaran perbuatan yang dilaltukan
sehubungun dengan tindak pidana retribust,

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badun
gehubungmui dengan tindak pidana di bidang retribusi:

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lam
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

Melakukan penggeledahan  untuk mendapatkan bahan  bukD
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta mela:cukan
penyitaun terhadap barang bukti tersebut;

Meminta bantuan tenaga abli dalam rangka pelaksanawn tugus
penyidikan tindak pidana di bidang retribust;

Menyuruh berhenti dan atau melarang  seseorang meninggalkan
ruangan atau lempat pada gaat pemerikgaan sedang berlangsun g dau
memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibuwa sebaga:mana
yang dimaksud dalam huruf e

Memolrel seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang
retribusy; :

Memanggi! orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa svbugiu
tersangka atau saksi;

Menghentikan penyidikan,

NMejakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
Gndak pidana  dibidang retribusi menurul  hukum yang dup
dipertmggungjawabkan,

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan
dimulainys  penyidikan  dun menyampaikan penyidikannya kapada
penuntut umum  melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia, sesuai dengan ketenluan yang diatur dalam Undang-undang
Nemor & Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Semua orang pribadi/badan hukum yang telah mendapat Re tribusi Izin Usaha
Industii, Perdagangan dan Gudang di Kabupaten Toba Samosir sebelum
berlakunya Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung

. . . - . . = . g S
mulai berlakanya Peraturan Daersh ini Wajib disesuatkan dengan Peraturan
Daerah ini
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BAD XNII
® g :
[
% : KETUNTUAN PRNUTUP
- : :
' . Pasal 4
. 3 .
- (1) Deuwgan beriakunya Peraturan Daorah i, maka segala ketontuan vang
s bertontagnn dengan Peraturnn Daorah ing dinyntilkan tdak berlakuy lhgi:
() Habding yang betom cukop dishue dnlans Peraturnn Pacenh ini. nlan ot
tebil Binjut dengan eputunnm Bupali.
b Pusal

Peraturan Dacrol ini mulni berlaiarpada tanggal diundanglan,

Agar geliap orang mengelahuinyn, memerintahkan pengundangnn

) | ) 8 b fhiiry ; | &
Peraluran. Daerah ini dengan; penempalannya dalam  Lembaran  Duerah
[Flabupaten Toba Samosir,

Ditetapkan di Balige
Podatanggal S Pehruari 2003

BUPATITOBA SAMOSIR

s Cap/dto
Dy SAHALA TAMPUBOLON

Diundangknn di Balige

padntanggal 11 Pebruari 2002 /
SEKRETARIS DALERAM ABUPATEN

TOLON
ADBINA UTAMA MUIDA
IP. 010074 6RS.-

LEMBARAN DAERAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR
MNOMOR 22 TAIM'N 2002 SERI € NOMGR 5
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